BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   08  TAHUN 2007
T E N T A N G

PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1419/MENKES/PER/X/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTERDAN DOKTER GIGI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG IJIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang :
	a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi , menyebabkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin praktik Bagi Tenaga medis di Kabupaten Bantul perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa karena Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin praktik Bagi Tenaga medis di Kabupaten Bantul sampai saat ini sedang dilakukan pengkajian untuk penyesuaian  dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka sambil menunggu perubahan Peraturan Daerah dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur penyesuaian dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi , dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin praktik Bagi Tenaga medis di Kabupaten Bantul;

c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberlakuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi , dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Ijin praktik Bagi Tenaga medis di Kabupaten Bantu;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pamerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

5. Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang  1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;

6. Peraturan Pamerintah Nomor 1 Tahun 1988  tentang Masa Bakti dan Praktik dokter dan Dokter gigi;
7. Peraturan Pamerintah Nomor 32 Tahun 1996  tentang Tenaga Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi  Dinas kesehatan Kabupaten Bantul;

11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Praktik Bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan  : Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 tentang Registrasi Dokter dan dokter Gigi.



	Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2002 tentang Izin Praktik Bagi tenaga Medis di Kabupaten Bantul.


	
	M E M U T U S K A N  :



	Menetapkan      :
	PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 1419/MENKES/PER/X/2005 TENTANG PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTERDAN DOKTER GIGI DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2002 TENTANG IJIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS DI KABUPATEN BANTUL


Pasal 1
Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi, maka persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik (SIP) bagi Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis, adalah :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
b. Foto copy surat tanda regristrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
c. Surat keterangan berbadan sehat dari Dokter Pemerintah;
d. Surat rekomendasi dari organisisasi profesi yang bersangkutan di Kabupaten Bantul;

e. Surat pengantar dari organisasi profesi domisili atau tempat tenag medis tersebut terdaftar sebagai anggota, yang menyatakan tidak keberatan akan permohonan ijin;

f. Surat ijin dari atasan langsung bagi yang memiliki atasan;

g. Foto copy hasil pemeriksaan kualitas air yang masih berlaku, kecuali untuk dokter umum;

h. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik;

i. Foto copy surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir pejabat yang berwenang;

j. Surat keterangan selesai melakukan adaptasi bagi tenaga medis lulusan luar negeri;

k. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;

l. Surat pernyataan sanggup dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) SIP diberikan untuk 1 (satu) tempat praktik
(2) SIP berlaku sepanjang Surat tanda Regristrasi dari Konsil kedokteran Indonesia masih berlaku.

(3) SIP diberikan kepada seorang dokter atau dokter gigi paling banyak untuk 3 (tiga0 tenpat praktik.
Pasal 3

(1) Tenaga medis yang telah memiliki surat tanda registrasi dan telah memiliki SIP sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum habis masa berlakunya, wajib memperbaharui SIP berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan masa berlaku SIP berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2).
(2) Tenaga medis yang telah memiliki surat tanda registrasi dan belum memiliki SIP atau SIP yang dimiliki telah hasis masa berlakunya, wajib mengajukan SIP berdasarkan Peraturan Bupati ini.

(3) Pelayanan Sip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2002 tentang Izin Praktik bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul.

(4) Pelayanan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi setiap SIP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2002 tentang Izin Praktik bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul.

Pasal 4
Segala ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2002 tentang Izin Praktik bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul yang tidak disempurnakan berdasarakan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 tahun 2002 tentang Izin Praktik bagi Tenaga Medis di Kabupaten Bantul.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul,

pada tanggal 10 Februari 2007
BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
Nomor  09 Tahun 2007
Tanggal 10 Februari 2007
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

 Drs. GENDUT SUDATRO, KD, BSc. MMA
(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858


